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ABSTRACT 

Local assets has important role and function for South Minahasa Regency 

Government to support the wheels of government and public service. The purpose of this 

study was to analize the suitability of local assets management in South Minahasa Regency 

Government to Government Regulation No. 27 Year 2014.  This study was conducted at The 

Local Agency Of Finance, Revenue And Assets Management In South Minahasa Regency. 

Local assets management based on Government Regulation No. 27 Year 2014 include 

requirements planning and budgeting, procurement, use, utilization, security and 

maintenance, assessment, transfer, destruction, disposal, administration, and guidance, 

supervision and control. This study is a qualitative descriptive research. The informant was 

determined by using purposive sampling method. Data analysis was performed with data 

reduction, data display and conclusion. The results showed basically, the local assets 

management has been cultivated implemented based on PP No. 27 year 2014, although there 

are obstacles in implementing local assets management such as the lack of regulation in 

regency such as local asset management regulation under PP No. 27 year 2014, lack of 

knowledge and understanding of human resources and lack of leadership commitment of 

SKPD in local asset management. 
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PENDAHULUAN 

Perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan suatu upaya 

dalam rangka mewujudkan good governance dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera. UUD 1945 mengamanatkan adanya hubungan 

keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan 

selaras berdasarkan Undang-Undang. Berlakunya UU (Undang-Undang) No. 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan daerah membuat penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, 

peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Oleh karena hal-hal tersebut, 

pemerintah daerah membutuhkan barang-barang yang akan menunjang jalannya semua 

urusan pemerintahan. 

Permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah dalam pengelolaan barang 

milik daerah adalah belum diterapkan secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah 

yang berakibat pada pengadaan barang yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

SKPD, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, barang-

barang rusak dan usang hanya dibiarkan begitu saja belum, belum lengkap administrasi aset 

daerah sehingga rawan hilang dan dicuri, barang-barang yang dibiarkan dan tidak terpelihara 

diambil alih pihak lain, laporan administrasi barang milik daerah oleh SKPD sering 

terlambat, barang yang tidak dikembalikan ke SKPD oleh pejabat yang telah pensiun, 

rendahnya kinerja pengurus dan penyimpan barang milik daerah untuk menjaga dan merawat 

barang milik daerah ditambah lagi aparatur daerah yang kurang berkompetensi.  
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Barang milik daerah mutlak menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Hal ini 

tidaklah berlebihan mengingat pengelolaan barang milik daerah memberikan dampak bagi 

jalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan salah satu dasar dalam 

pemberian opini oleh BPK. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengelolaan barang milik daerah menurut PP No. 27 Tahun 2014 pada Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian pengelolaan 

barang milik daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 

Tahun 2014 di Kabupaten Minahasa Selatan. Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengambil 

keputusan/ kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Minahasa 

Selatan Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu yang 

berkaitan dengan masalah pengelolaan barang milik daerah dan memperkuat teori-teori yang 

telah berkembang sebelumnya, serta sebagai referensi terhadap jenis penelitian yang sama. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Keagenan 

Dalam teori keagenan Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu 

kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agent) untuk 

melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk 

membuat keputusan.  

Logistik 

Menurut  Kusumastuti (2014) peran logistik dalam organisasi publik sangat berhubungan 

erat dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah baik secara langsung maupun 

tidak langsung.. 

Good Governance 

Menurut UNDP (1997) dikutip Lukow (2013) menyatakan Konsep Good Governances 

sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public 

goods and service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktik 

terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik).  

Barang Publik 

Menurut Pyndick (1996) dikutip Iskandar (2013) barang publik adalah barang yang dapat 

diproduksi dengan murah untuk konsumen, tetapi sekali barang tersebut diproduksi maka 

sulit melarang orang lain untuk menggunakannya.  

Implementasi Kebijakan 

Faktor-faktor dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III (1980) dikutip Juanda 

(2011) antara lain Komunikasi, Sumber daya, Disposisi/kecenderungan-kecenderungan atau 

tingkah laku, Struktur birokrasi. 

Akuntansi Sektor Publik 

Menurut Mardiasmo (2000) dikutip Hasfi (2013) akuntabilitas publik yang harus dipenuhi 

dalam rangka pengelolaan barang milik daerah adalah akuntabilitas kejujuran dan 

akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas kebijakan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pengelolaan barang milik daerah sesuai PP No 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan 

pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan 

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. 

Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas pengelolaan 

barang milik daerah (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010 dan Darise 2009) seperti 

asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. 
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Barang Milik Daerah 

Barang milik daerah dalam Peraturan pemerintah No. 27 tahun 2014 disusun menurut 

perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Pengelolaan barang milik daerah tentu pada akhirnya akan menghasilkan laporan barang 

milik daerah. Laporan barang milik daerah yang dihasilkan akan digunakan sebagai dasar 

dalam penyusunan neraca daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

71 Tahun 2010, Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian menyangkut barang milik daerah telah dilakukan beberapa peneliti diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Hasfi (2013) dan Priyono (2013). Hasfi (2013) meneliti 

tentang pengelolaan barang milik daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Kabupaten Sintang dan hasilnya menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah 

pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan tidak sesuai 

prosedur yang diatur dalam PP No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah 

dihadapkan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek 

manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada. Sedangkan 

Priyono (2013) yang meneliti keandalan informasi laporan keuangan daerah berbasis akrual 

(kajian pengelolaan aset tetap daerah kabupaten sampang) menunjukkan bahwa pengelolaan 

barang milik daerah Kabupaten Sampang belum dilaksanakan secara memadai menurut PP 

No. 6 Tahun 2006. Berdasarkan penerapan asas-asas pengelolaan barang milik daerah dan 

selanjutnya dikaitkan dengan karakteristik keandalan informasi, maka disimpulkan bahwa 

penyajian informasi aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Sampang belum andal.  

 

Kerangka Konseptual 

Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara professional, tertib, akuntabel 

dan transparan guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Barang milik daerah 

mutlak menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah 

menurut PP No. 27 Tahun 2014 meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 

pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; 

pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan, 

dan pengendalian. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi secara utuh dari sumber 

informasi dan data dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya untuk membuat deskripsi, 

gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pengelolaan barang milik daerah 

pada Pemerintah Kabupaten Minahas Selatan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode 

deskriptif  

Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu data 

primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan kunci dan 

data sekunder. Sumber data peneliti dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

informan. Sumber data lainnya dari Peraturan Pemerintah, buku, jurnal, modul, koran dan 

yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah. 
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Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di DPPKA Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian 

pengelolaan barang milik daerah dibatasi sampai tahun anggaran 2015 yang telah diperiksa 

oleh BPK.  

Prosedur Pengumpulan Data 

Sugiyono (2014) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

Informan Penelitian 

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive sampling. 

Informan kunci yang ditetapkan oleh peneliti berjumlah 4 (empat) orang yaitu Kepala Bidang 

Aset, Kepala Seksi Pengelolaan Aset, Kepala Seksi Analisa Aset, Kepala Seksi Inventaris 

aset dan informan biasa yakni admin 1 dan admin 2 Simda-BMD Dinas Pengelola Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah. 

Teknik Analisis Data 

Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing 

(Sugiono, 2014).  

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014, maka Bupati adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan barang milik daerah dibantu oleh Sekda sebagai Pengelola barang milik daerah. 

Sebagai Pembantu Pengelola barang milik daerah di Kabupaten Minahasa Selatan adalah 

PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yaitu Kepala Dinas Pengelola Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan 

barang milik daerah seperti yang telah diamanatkan, maka pengelolaan barang milik daerah 

yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah 

membawahi Bidang Aset dengan dibantu oleh Seksi Pengelolaan Aset, Seksi Inventarisir 

Aset, Seksi Analisa. Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah dibantu oleh 

Pengurus Barang, Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Pengurus Barang. 

Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah memiliki sifat yang khas, 

karena Kepala Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bertindak sebagai 

Kepala SKPKD dan SKPD. Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan maka Dinas Pengelola Keuangan, 

Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinir penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah pada SKPD. 

 

Hasil Penelitian 

Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Selatan menurut hasil wawancara didasarkan pada PP No. 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perda No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan yang disadur dari PP No. 6 Tahun 2006 

Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan peraturan pelaksanaannya yakni Permendagri 

No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

 

Pembahasan 

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 
Tahapan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah menurut hasil penelitian 

pada dasarnya telah dilaksanakan, namun oleh SKPD dokumen perencanaan tidak 

dihimpunkan ke Bidang Aset, sehingga tugas dan fungsi dari Bidang Aset untuk 

mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang untuk ditetapkan oleh Pengelola 
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Barang menjadi rencana kebutuhan barang milik daerah tidak terlaksana. Penerapan 

kebijakan pengelolaan barang milik daerah memerlukan kerja sama antara pihak-pihak yang 

terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi 

yang baik antara pihak-pihak tersebut. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses 

yang amat kompleks dan rumit (Edwards III, 1980 dalam Juanda, 2011).  

Pengadaan 

Pengadaan barang milik daerah merupakan proses yang panjang dan rumit sehingga 

membutuhkan penjelasan lebih detail dalam peraturan yang secara khusus mengatur 

mekanisme pengadaan yakni Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. Mardiasmo (2000) dikutip Hasfi (2013) menyatakan bahwa pengelolaan barang 

harus memenuhi akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan 

dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamya dilakukan 

compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan penghapusan mark-up. Untuk itu 

perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 

administrasi. 

Penggunaan 

Penetapan status penggunaan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan 

sebagai upaya penegasan pemakaian barang milik daerah dalam rangka tertib pengelolaan 

barang dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepada SKPD. Penetapan status 

penggunaan berdasarkan dari usulan SKPD ke pengelola barang melalui Bidang Aset yang 

nantinya diterbitkan SK Penggunaan. 

Penetapan status pengunaan dilakukan agar barang milik daerah mendapat pengamanan, 

tidak disalahgunakan, mudah dilakukan pengawasan dan dapat dipertanggungjawabkan 

penggunaannya. Hal ini mendukung studi Juanda (2011) bahwa prinsip good governance 

yaitu akuntabilitas. 

Pemanfaatan 

Pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Selatan sebagai upaya untuk mendayagunakan barang milik daerah yang tidak digunakan 

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta untuk optimalisasi barang milik daerah 

dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Mardiasmo (2000) dikutip Hasfi (2013) 

menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas publik harus dipenuhi dalam rangka pengelolaan 

barang milik daerah. Akuntabilitas  publik yang harus dipenuhi terkait dengan akuntabilitas 

kejujuran dan akuntabilitas hukum.  

Pengamanan dan Pemeliharaan 

Pengamanan terhadap barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan 

sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna agar 

barang milik  daerah terjaga dan dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan 

keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat di administrasi.  

Pemeliharaan terhadap barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan 

dapat menambah masa manfaat atau menambah nilai barang. Pengamanan dan pemeliharaan 

barang milik daerah menurut apa yang diungkapkan oleh Darise (2009) merupakan tindakan 

pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan 

tindakan upaya hukum, sedangkan pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk 

menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik 

dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Penilaian 

Nilai aset yang disajikan dalam neraca daerah merupakan nilai historis/nilai buku, 

sehingga diperlukan penilaian kembali atas aset untuk mendapatkan nilai wajar meiputi 

seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Penilaian yang 

dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dilakukan oleh KPKNL dalam 
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pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya untuk mendukung kepastian nilai dengan 

adanya ketepatan jumlah dan nilai barang. Hasil ini mendukung studi yang dilakukan 

Simamora (2012) yang menyatakan bahwa penilaian merupakan suatu proses kegiatan 

penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan 

menggunakan metode/teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.  

Pemindahtanganan 

Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Selatan dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal. 

Pemindahtanganan dilakukan terhadap barang yang sudah tidak diperlukan lagi dan sudah 

tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan setelah sebelumnya ditentukan 

nilainya dalam penilaian barang milik daerah. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah (2010) 

serta Darise (2009) menyebutkan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah berdasarkan 

asas kepastian nilai yaitu adanya ketepatan jumlah dan nilai barang yang akan dilakukan 

pemindahtanganan. 

Pemusnahan 

Pemusnahan barang dapat dilakukan terhadap barang yang sudah tidak dapat 

dimanfaatkan lagi, kadaluarsa atau tidak dapat dipindahtangankan dalam hal ini rusak dan 

yang jikalau harus dijual maka biaya yang timbul untuk penjualan akan lebih besar dari 

manfaat ekonomi yang di dapat. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Tukunang (2016) 

bahwa pemusnahan dilakukan karena tidak laku dijual, rusak, kadaluwarsa, membahayakan 

kepentingan umum, atau karena ketentuan peraturan perundangan yang mengharuskan untuk 

dimusnahkan. 

Penghapusan 
Penghapusan barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang 

dilakukan melalui Bidang Aset sebagai tindakan membebaskan SKPD dari tanggung jawab 

penguasaan terhadap barang milik daerah secara fisik dan secara administrasi dengan 

menghapus dari daftar barang milik daerah. Subagya (1995) mendefinisikan penghapusan 

sebagai kegiatan dan usaha-usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai 

peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan barang milik daerah yang 

dilakukan Bidang Aset meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna atau SKPD dan 

dari daftar barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. 

Penatausahaan 

Proses penatausahaan yang dikoordinasikan Bidang Aset sudah menggunakan aplikasi 

simda-BMD, dimana SKPD langung melakukan input data ke Simda-BMD menurut 

perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Penatausahaan 

barang milik daerah harus memenuhi akuntabilitas publik yang menurut Rahman (2000) 

dikutip Lukow (2013) merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku 

kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pertanggungjawaban barang 

milik daerah melalui laporan keuangan daerah khususnya didalam neraca daerah sering 

terhambat sebagai akibat dari SKPD yang terlambat dalam menyampaikan laporan barang 

milik daerah ke Bidang Aset. 

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Bidang 

Aset dilakukan dengan pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi untuk 

menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah. Dalam pembinaan 

pengelolaan barang, bimbingan sangat diperlukan karena pedoman tertulis masih bisa 

menimbulkan perbedaan persepsi dari Kepala SKPD, pengurus dan penyimpan barang. 

Pengawasan dan pengendalian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses 
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pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, hal ini dimulai 

sejak dari perencanaan sampai kepada pelaporan. 

Hambatan Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Dalam penelitian ini ditemukan 3 faktor yang menghambat pengelolaan barang milik 

daerah yaitu sumber daya manusia, Regulasi di daerah, Komitmen pimpinan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pada dasarnya, pengelolaan barang milik daerah telah diusahakan dilaksanakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku, walaupun ada hambatan dalam melaksanakan pengelolaan 

barang milik daerah seperti belum adanya regulasi di daerah berupa Perda pengelolaan 

barang berdasarkan PP 27 Tahun 2014, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman 

sumber daya manusia dan kurangnya komitmen pimpinan SKPD dalam pengelolaan 

barang milik daerah; 

2. Perencanaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terhambat 

oleh karena tidak dimasukkannya data perencanaan setiap SKPD yang diminta Bidang 

Aset untuk dihimpun menjadi rencana kebutuhan barang milik daerah. Rencana 

kebutuhan barang yang tidak dihimpunkan ke Bidang Aset bukan berarti perencanaan 

tidak dibuat SKPD, tapi sebagai dampak peralihan peraturan pengelolaan barang milik 

daerah ke aturan yang terbaru. Pertanggungjawaban barang milik daerah melalui laporan 

keuangan daerah khususnya didalam neraca daerah sering terhambat sebagai akibat dari 

SKPD yang terlambat dalam menyampaikan laporan barang milik daerah ke Bidang 

Aset. Proses-proses pengelolaan barang milik daerah yang lainnya sesuai tahapan telah 

berjalan baik 

Saran 

1. Perlu segera menetapkan Perda pengelolaan barang milik daerah yang berpedoman pada 

PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri 19 Tahun 2016 yang baru diterbitkan 

Pemerintah sehingga pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten 

Minahasa Selatan mendapat kepastian hukum; 

2. Pemerintah Kabupaten Minahasa selatan perlu menetapkan standar operasional prosedur 

pengelolaan barang untuk memudahkan pemberian tugas dan tanggungjawab, 

memudahkan pemahaman pengelolaan barang milik daerah, mempermudah dalam 

mengetahui terjadinya kegagalan sistem dan penyelewengan kewenangan, memudahkan 

dalam kontrol ketepatan waktu pelaporan dan monitoring; 

3. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perlu mengadakan sosialisasi, bimbingan dan 

pelatihan teknis bagi kepala SKPD, pengurus dan penyimpan barang milik daerah untuk 

meningkatkan komitmen, pemahaman dan kapasitas mereka dalam melakukan 

pengelolaan barang milik daerah; 

4. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perlu menetapkan pengendalian dan 

pengawasan yang meliputi seluruh tahap dalam pengelolaan barang milik daerah. 

Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki kapasitas 

dalam pengendalian dan pengawasan barang milik daerah. 
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